BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / \(,0 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

o bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidak
adilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahar
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerar
dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gende
melalui penguatan kelembagaan, perencanaa
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegia

responsif gender;
b. bahwa guna merealisasikan program dan kegiatan

Menimbang

dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabuj :
Pesisir Selatan telah responsif gender, maka periu J
dilakukan perencanaan dan penganggaraan yang responsif £

gender yang disusun dengan mempertimbangkan empat o
aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang
dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;

dibentuk Tim Pengge
yang Responsif Gender Kabupa
2020;
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Bupati Pesisir Selatan tentang Per
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Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Indonasia Nomor 1643);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminsi terhadap Wanita (Convention On the
Elimination of All Forms o0s Discrimination Againts
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3277);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung dJawa

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Bistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam! * O
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom: ;T
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tar bahan Lembarar

________
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Perangkat Daerah; & ke "l’.‘-:'.'
20. Peraturan Daecrah Kabupaten Pesisir Selatan Hm&

Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Pere
Perlindungan Anak;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ﬁ

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanje
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun %016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus Utamaan
Gender Dalam Pembagunan Daerah;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanje
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus
Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran
Yang Responsif Gender Tahun 2020, e
tercantum dalam Lampiran dan merupakan
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Y
Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Di
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. meneliti/review/verifikasi kepastian
Penggerak Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Tahun 2021 yang dibuktikan lemm Y 2

Budget Statement (GBS) dengan Instrumen Genc

Analisys Pathway (GAP); e
b. meneliti/review/verifikasi dalam mscuﬁta e m am

/kegiatan utama Perangkat Daerah unt

pada Penerapan  Penggera
Penganggaran yang Responsif I
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e. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan mengenai Pengarusutamaan Gender dan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

f. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia bidang perencana di setiap Perangkat Daerah
dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
di Daerah;

g. meneliti dan memastikan pengintegrasian
Pengarusutamaan Gender dalam penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

h. memonitor realisasi pelaksanaan Pengarusutamaan |
Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang ~
Responsif Gender di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

i. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan
pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan ‘
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan

dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan
bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui

Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan
Anggaran pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan
Penyusunan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Sosia
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2{£ Februari 2020
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